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ABSTRAK

Ganti rugi pada pelayanan jasa pengiriman barang merupakan hubungan
hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa pengiriman. Perjanjian penyedia jasa
kepada pengguna jasa menjadi pedoman dalam segala bentuk hukum yang mengikat
antara keduanya. Karena pengguna jasa telah mempercayakan sepenuhnya kepada
pihak penyedia jasa untuk membantu mendistribusikan barang yang akan
didistribusikan, hal tersebut adalah sebagai dasar kepastian hukum antara PT.Pos
dengan pengguna jasa pengirman barang. Tentunya mempunyai risiko ketika pada
saat dilakukan pengiriman barang terjadi keterlambatan, kerusakan, maupun
hilangnya barang ketika dalam proses pendistribusian barang tersebut dari tempat
pengiriman sampai tempat tujuan, maka perlunya peraturan yang mengatur mengenai
sistem ganti rugi sebagai payung hukum antar kedua belah pihak. PT.Pos telah
mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.128/DITRAKET/0616 yang dimana
juga mengatur sistem penggantian ganti rugian terhadap pengguna jasa PT.Pos
manakala terjadi wansprestasi. Namun perlu adanya keselarasan antara Keputusan
Direksi yang dikeluarkan PT. Pos dengan Undang-Undang yang berlaku terkait ganti
rugi, dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Problematika tersebut penyusun uraikan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, meninjau dan membahas objek penelitian dari sisi hukum, yang
data didapatkan dari pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif, yang menilai
Keputusan Direksi PT. Pos Cabang Magelang tentang Ganti Rugi Paket Hilang/
Rusak dari sudut peraturan perundangan-undangan terkait perlindungan
konsumen.Penyusun meninjau dan membahas objek penelitian dari sisi hukum: data
primer didapatkan dari pendekatan kasus (case approach) serta menelaah dari sisi
Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, data sekunder didapatkan dengan
jurnal-jurnal hasil penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa masih ditemukan adanya Kerugian pengguna jasa
mengenai sistem ganti rugi. Seperti Pasal 3 ayat (3) Keputusan Direksi PT. Pos
Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.128/DITRAKET/0616 tentang Jaminan Ganti
Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri, menyatakan: Jaminan Ganti rugi diberlakukan
untuk jenis layanan Pos Express, pos kilat khusus, pos kilat, dengan dasar tersebut
bahwa bisa dilihat bagaimana PT. Pos membuat pengecualian dalam pokok lain
tetapi juga memberikan gambaran seakan-akan PT. Pos akan melakukan ganti rugi
pada semua pengguna jasa PT. Pos. Disamping itu pengguna jasa kurang mengetahui
apa saja atau kurang paham mengenai isi klausul sistem penggantian ganti rugi, maka
dari itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Karena isi Keputusan Direksi
mengenai ganti kerugian belum sesuai atau belum selaras dengan Undang-Undang
yang berlaku atau diatasnya, dan hal tersebut telah melanggar ketentuan pembuatan
peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian, Ganti Rugi, Wansprestasi.



ABSTRACT

Compensation for goods delivery services is a legal relationship between
service providers and service users. Service provider agreements to service users
serve as guidelines in all forms of binding law between the two. Because service
users have fully entrusted the service provider to help distribute the goods to be
distributed, this is the basis for legal certainty between PT.Pos and users of goods
delivery services. Of course, there is a risk when when the goods are delivered,
there is a delay, damage or loss of goods when in the process of distributing the
goods from the place of delivery to the destination, so the need for regulations
governing the compensation system as a legal umbrella between the two parties.
PT.Pos has issued a Decree of the Board of Directors Number: KD.128 /
DITRAKET / 0616 which also regulates the compensation system for
compensation for PT.Pos service users in the event of a default. However, it is
necessary to have harmony between the Directors Decree issued by PT. Heading
with applicable laws related to compensation, and in accordance with Law
Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.

The problem is that the compilers describe using normative juridical
research methods, reviewing and discussing the object of research from the legal
side, which data is obtained from the statute approach (statue approach) and the
conceptual approach (conceptual approach). This research is prescriptive in
nature, which assesses.the decision of the Directors of PT. The Magelang Branch
Post regarding Compensation for Lost / Damaged Packages from the point of
view of laws and regulations related to consumer protection. Compilers review
and discuss the object of research from a legal side: primary data is obtained from
the case approach and examines from the side of the Law and Legislation ,
secondary data is obtained from research journals.

The results of this study indicate that there are still losses to service users
regarding the compensation system. As in Article 3 paragraph (3) Decree of the
Board of Directars of PT. Pos Indonesia. (PERSERQ) Number: KD.128 /
DITRAKET / 0616 concerning Guarantee for Compensation for Domestic Letters
and Packages, states: Compensation Guarantee applies to types of Pos Express
services, special express mail, express post, on this basis that it can be seen how
PT. Pos makes exceptions. in other points but also gives a picture as if PT. The
post will make compensation to all service users of PT. Post. In addition, service
users do not know anything or do not understand the contents of the compensation
system clause, therefore it can be canceled or canceled by law. Because the
contents of the Board of Directors' Decree regarding compensation are not in
accordance or not in accordance with the applicable Law or above, and this has
violated the provisions of the making of laws and regulations in force in
Indonesia.

Keywords: Agreement, Compensation, Default.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ganti rugi dapat dikatakan sebagai bentuk atau/upaya untuk memberikan sesuatu
hal sebagai bentuk penggantian atas tindakan yang dilakukan menimbulkan
kerugian. Ganti kerugian yang berasal dari kata rugi itu sendiri di dalam kamus
besar bahasa indonesia didefinisikan bahwasanya “rugi” adalah kondisi dimana
seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan
(modal), sedangkan “ganti kerugian” adalah uang yang diberikan sebagai
pengganti kerugian.® Namun terdapat pendapat lainya dalam berbagai literatur
dikatakan bahwasaya ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebani kepada
orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada
orang lain karena kesalahannya tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara emplisit mengatur terkait dengan
ganti rugi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dimana dalam
penegertianya ganti rugi perdata lebih -menitik beratkan pada-ganti kerugian
karena tidak terpenuhinya sutau  perikatan, vyaitu kewajiban debitor untuk
mengganti kerugian kreditor akibat kelalaian pihak debitor melakukan
wanprestasi. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa permasalahan ganti
kerugian tersebut sudah menjadi suatu hal yang keberadaannya harus ada disetiap

bagian atau/instrumen dari suatu perbuatan hukum, dimana ganti kerugian ini

1 Poerwadharminta, WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. 2003. him.
457



menjadi suatu akibat dari berbagai sebab-sebab yang menjadikan awal permulaan
terjadinya pemberlakuan hukum tersebut.

Pada saat ini melihat banyak sekali bermunculan jasa-jasa pengiriman
barang baik itu skala kecil maupun yang berskala besar, berbagai macam penyedia
jasa yang menawarkan jasa terkait pengangkutan barang, tentunya menjadi suatu
hal yang tentu mempunyai risiko ketika pada saat dilakukanya pengiriman barang
terjadi keterlambatan, kerusakan, maupun hilangnya barang ketika dalam proses
pendistribusian barang tersebut dari tempat pengiriman sampai dengan tempat
tujuan.

Pengiriman barang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, banyak
sarana atau jasa pengiriman yang dapat digunakan, salah satunya melalui PT. Pos.
Mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
(selanjutnya disebut PP. No. 15/2013), dijelaskan bahwa Pos adalah layanan
komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik,
layanan transaksi' keuangan, dan layanan keagenan poes untuk kepentingan umum.

Pasal 1 ayat (1) PP. No. 15/2013, menyebutkan bahwa penyelenggaraan
Pos merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang
atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud untuk
meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa.?

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (selanjutnya disebut

UU. Pos), memberikan pengertian Pos merupakan suatu lembaga umum yang

2 Purwosutjipto. H. M. N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum
Pengangkutan, Jakarta: Djamban. 2003. him. 2.



bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat dan paket. Melihat
berbagai pelayanan yang ditawarkan seperti itu, tentunya konsumen akan dengan
banyak pertimbangan terkait pelayanan atau servis apa yang sesuai dan tentunya
keseluruhanya itu terdapat risiko yang justru tidak terduga. Banyaknya kiriman
yang masuk atau keluar dari kantor Pos terkadang menyebabkan terjadi beberapa
masalah dalam pengiriman tersebut. Masalah yang sering terjadi adalah kiriman
terlambat, hilang, dan rusak, yang pada akhirnya jika terjadi hal demikian akan
menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Pemerintah dalam hal ini untuk melindungi hak konsumen, telah banyak
mengeluarkan peraturan yang diantaranya terdapatdalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), hal
tersebut dimaksudkan guna memberikan perlindungan hukum bagi para
konsumen.

UUPK mengatur tegas terkait dengan pelaku usaha yang ingin dan atau
akan memasarkan jasa atau mempromosikan jasanya sebagaimana dalam Pasal 12
UUPK menyebutkan: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam
waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,
dipromosikan, atau diiklankan. Begitu pula pada pasal berikutnya UUPK, secara
tegas mengatur terkait ganti kerugian sebagaimana dalam Pasal 19 UUPK,

berbunyi :3

% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



1.

oo

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 UUPK
tersebut di atas, memberikan ganti rugi kepada konsumen ‘“dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun dalam Pasal 9 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)
Nomor: KD.128/DITRAKET/0616, tentang jaminan ganti rugi surat dan paket

dalam negeri nilai ganti kerugian tersebut berdasarkan:

. Ganti rugi standar perusahaan terhadap surat dan paket yang tidak membayar bea

jaminan ganti rugi dapat diberikan ganti rugi sebagai berikut:

Hilang = 1 x‘biaya pengiriman;
Rusak =1 x-biaya pengiriman; dan,

. Terlambat = 0,5 X biaya pengiriman.

. Ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi terhadap surat dan paket diberikan

ganti rugi sebagai berikut:

Hilang = nilai jaminan ganti rugi ditambah 1 (satu) x biaya pengiriman;
Rusak = maksimal 50% (lima puluh perseratus) x (nilai jaminan ganti rugi)
ditambah 1 (satu) x biaya pengiriman; dan

. Terlambat = 1 (satu) x biaya pengiriman.

Keputusan Direksi PT. Pos tersebut bila dilihat dari UUPK maka

bertentangan atau melawan hukum. PT. Pos tidak menentukan nilai ganti rugi



sebagaimana yang ada dalam UUPK yakni “dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”, sedangkan bila dilihat dari keputusan direksi tersebut
nilainya dibawah dari apa yang ditentukan oleh UUPK. Bila ganti kerugian
tersebut tidak sesuai dengan UUPK, berarti PT. Pos telah mengesampingkan hak
dari konsumen, lalu bagaimana dengan konsumen yang telah dirugikan akibat
kelalaian PT. Pos yang mana hal tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku usaha
untuk memenuhi dan merupakan amanat undang-undang untuk dilakukan. PT.
Pos telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum bila peraturan yang
dikeluarkan bertentangan dengan undang-undang. Jika hal tersebut dilakukan oleh

PT. Pos bagaimana dengan keputusan direksi yang telah dikeluarkan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau
menelaah- lebih lanjut dan. menuangkannya dalam bentuk. tugas akhir yang
berjudul: Tinjauan Yuridis Keputusan Direksi PT.-Pos tentang Ganti Rugi Paket
Hilang atau” Rusak terhadap Perlindungan "Konsumen. ‘Dengan perumusan

masalah sebagai berikut :

. Apakah peraturan yang dibuat oleh PT. Pos sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada mengenai ganti kerugian?
. Apa upaya dan kendala terkait adanya perbedaan peraturan yang telah dikeluarkan

oleh PT. Pos dengan peraturan perundang-undangan yang ada?



C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui mengapa peraturan yang dibuat oleh PT. Pos bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai ganti kerugian;

. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi terkait adanya perbedaan

peraturan yang telah dikeluarkan oleh PT. Pos dengan peraturan perundang-

undangan yang ada.

. Manfaat Penelitian

. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana jaminan ganti

rugi terhadap surat dan paket dalam negeri yang sesuai dengan undang-undang

yang berlaku mengenai jaminan ganti rugi;

. Dapat menjadikan informasi terhadap masyarakat yang akan menggunakan jasa

antar surat dan paket dalam negeri tersebut; dan
Dapat menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat luas dalam
menambah wawasan, mengenai, ganti rugi terhadap paket, yang mengalami

keterlambatan, kerusakan atau kehilangan.

. Telaah Pustaka

Setelah penulis mencari belum ada tugas akhir yang membahas mengenai
Tinjauan Yuridis Keputusan Direksi PT. Pos tentang Ganti Rugi Paket Hilang
atau Rusak terhadap Perlindungan Konsumen. Tugas akhir sebelumnya yang
membahas atau terkait tentang keputusan Direksi PT. Pos ditinjau dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang telah terdaftar adalah:



1. Perlindungan Konsumen Jasa Pos Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Hukum Islam (Studi Di PT. Pos Indonesia (Persero)
Merjosari Malang). Oleh Liantika Rizky Rindani, 2016, Uin, Malang.
Pembahasan mengenai permasalahan tentang ganti kerugian ditinjau dari
Perlindungan Hukum Islam terhadap konsumen yang belum maksimal di Kantor
Pos Merjosari Malang.

2. Tanggung Jawab Hukum PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta
Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pengiriman Barang. Oleh, Hanif Nur Fajri,
2016, Uin, Yogyakarta. Pembahasan mengenai tanggung jawab hukum PT. Pos
Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta atas wanprestasi terhadap konsumen
karena rusak dan hilangnya barang konsumen.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Semarang Terhadap
Konsumen Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Oleh, Petricia Natalia Susilo, 2009, UKS,
Semarang. Pembahasan mengenai tanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang
Semarang terhadap keonsumen mengenai layanan Pos Express atas Rusak dan

keterlambatan pengiriman.

Penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana Keputusan
Direksi yang telah dikeluarkan oleh PT. Posterkait besaran nilai ganti kerugian
atas barang yang terlambat, rusak atau hilang ditinjau dari prespektif Undang-
Undang Perlindungan Konsumen mengenai besaran nilai ganti kurugian atas

barang yang terlambat, rusak atau hilang. Perbedaan dengan penelitian



sebelumnya antara lain pada penelitian ini penulis mengkaji Keputusan Direksi
tentang ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh PT. Pos, apakah telah sesuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang besaran nilai ganti
kerugian atas barang yang rusak atau hilang. Sedangkan pada penelitian
sebelumnya membahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan terhadap

konsumen yang merasa di rugikan oleh PT. Pos.

. Kerangka Teoritik
. Teori tentang Perjanjian
. Definisi Perjanjian

Perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari
bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti “Suatu perjanjian
dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan
sesuatu,dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu
adalah sama artinya”.*

Definisi perjanjian-- diatur - dalam *Pasal - 1313 KUHPerdata yang
menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah-suatu perbuatan dimana satu orang

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebin”.®

4 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 1987. him. 1

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



b. Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang
dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak.
Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdul kadir

Muhammad, sebagai berikut:®

1) Ada pihak-pihak
Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua
orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan
hukum berdasarkan undang-undang.

2) Ada persetujuan
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu
perundingan.

3) Ada tujuan yang hendak dicapai
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini
sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk
tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6) Ada syarat-syarat tertentu
Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

c. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar

& Muhamad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: CitraAditya.1992.hIm. 78



dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal

1320 KUHPerdata, yakni:’

1) Kata sepakat;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.®

2. Teori tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles Zeno hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan
moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum
dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.®

Menurut Satijipto Raharjo,. perlindungan . hukum.-adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia itu di berikan kepada masyarakat agar
dapat menikmati semua-hak-hak’ yang diberikan ‘oleh hukum. Hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk

"Projodikoro, Wirjono R, Asas-AsasHukumPerjanjian,Bandung: Sumur. 1981. him. 9
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
°Raharjo, Satjipto, IImu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.53.
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mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk
memperoleh keadilan sosial.°

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan
hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai
dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif bersifat represif dalam
rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi

dua hal, yakni:**

. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada
rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan

. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih
ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan
implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum
yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang.berhak mendapatkan perlindungan dari
hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari

hukum. Oleh’karena'itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

101bid, hlm.55.
bid, him. 41
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3.

a.

1)
2)
3)
4)
5)

Teori Perlindungan Konsumen
Pengertian Perlindungan Konsumen

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan
hukum vyang tidak seimbang. Demikian halnya dengan hukum perlindungan

konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.*2

Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyatakan, hukum perlindungan konsumen itu sendiri
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan
konsumen, serta asas kepastian hukum.*® Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut
mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen
secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 UUPK,
antara lain adalah:**
Asas Manfaat;
Asas Keadilan;
Asas Keseimbangan;

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen:;
Asas Kepastian Hukum.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

12 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang: Universitas Brawijaya Press,
2011, him. 42.
B1bid. him. 9-10.

14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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1)
2)
3)

4)
5)

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting
dalam hukum perlindungan konsumen, dalam kasus-kasus pelanggaran hak
konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus
bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibedakan kepada
pihak-pihak terkait. Secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab produk di
dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability
based on fault);

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability
principle);

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non
liability);

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability); dan
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).*

Teori tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga
berarti berbuat sebagal perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip
tanggung jawab ‘merupakan  perihal -yang sangat penting’ di dalam hukum
perlindungan. konsumen. ‘Kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-
hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawah dan seberapa jauh

tanggung jawab dapat di bebankan kepada pihak terkait.'®

15 Dewi, Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015,
him. 71-76

16 Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo. 2000. him. 59.
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5.

o o0 o

Teori tentang Ganti Kerugian

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari
suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain
pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa
ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal
balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.
Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti

rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:*’

Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian;
Ganti rugi ekspektasi;

Pergantian biaya;

Restitusi;

Quantum meruit;

Pelaksanaan perjanjian.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat
ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata
memberikan “ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap
perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata

adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang

7Ibid. him 228.
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disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena kelalaianya atau kurang hati-hatianya”.®

Sedangkan Perbuatan Melawan hukum ditafsirkan secara luas di negeri
belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil
oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan
Lindenbaum. (Putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), istilah onrechtmatige
daad diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup
masyarakat.'°

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan
Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar
Hukum vyang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu
mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan
kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam
suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan
peraturan kesusilaaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar

(langsung).?

1830esilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama.
Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008, him. 306.

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan keenam, Bandung:
Sumur bandung, 1976, him. 13.

21bid.
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Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengancukup luas

yaitu:2

Melanggar hak subyektif orang lain;
Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan
Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang
ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketetuan Pasal 1365

KUHPerdata, adalah sebagai berikut:??

Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan tersebut melawan hukum;

Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Adanya kerugian bagi korban; dan

Adanya hubungna kasual antara perbuatan dengan kerugian.

. Metode Penelitian

. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai ilmu
normatif, ilmu hukum-memiliki cara kerja yang khas sui generis.?® Penelitian ini
merupakan penelitian hukum (penelitian-yuridis) yang memiliki suatu metode

yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan

ZLAgustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003, him. 53-54

22Fyady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan kontemporer, Cetakan kedua,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, him.10

ZMarzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005. him.74
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suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.?* Agar tidak
terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum
dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial
terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali
mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam
metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat

berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga
bagian grand methode yaitu library research, ialah karya ilmiah yang didasarkan
pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian yang didasarkan pada
penelitian lapangan; dan bibliographic research, vyaitu penelitian yang
memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada
subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis grand method yang
telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library
research atau penelitian kepustakaan.”®> Mengenai penelitian semacam ini
lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.
Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal ‘penelitian’ lapangan (field

research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat

2*Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 57

%Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat
Jakarata: Rajawali Pers, 2006, him. 23
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dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary

andsecondary materials.?®
. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan
Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk melihat
permasalahan diatas dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis mengkaji Keputusan
Direksi PT. Posindonesia (PERSERO) Nomor:KD.128/DITRAKET/0616 tentang
Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri berdasarkan hukum tertulis
yang berlaku di Indonesia antara lain dengan: Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pos, serta
hukum tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan maupun hukum tidak
tertulis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam
masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian.?” Penulis mengkaji dari

Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia  (PERSERO) Nomor:

%prahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing, 2006, him. 46
21 Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 106.
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KD.128/DITRAKET/0616 tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam
Negeri berdasarkan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia antara lain dengan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Pos, serta hukum tertulis lain yang berkaitan dengan
permasalahan maupun hukum tidak tertulis. Setelah penulis menjabarkan
peraturan yang ada, akan penulis analisis dengan teori-teori dalam ilmu hukum
yang berkaitan dengan permasalahan seperti teori tentang perjanjian, teori tentang
ganti rugi, teori tentang perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori
tanggung jawab, serta praktek dalam masyarakat yang akan dijabarkan dalam

bentuk narasi atau kalimat tersusun.

3. Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia
(PERSERO) Nomor: KD.128/DITRAKET/0616 tentang Jaminan Ganti Rugi

Surat dan Paket Dalam Negeri.

4. Subyek Penelitian
a. PT. Pos:Indonesia Kabupaten Magelang; dan

b. Ahli Hukum.

5. Sumber Data

a. Data Primer
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Data primer merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban
terhadap masalah penelitian.?® Data primer ini di dapat dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; dan
5) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia  (PERSERO) Nomor:
KD.128/DITRAKET/0616 tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam
Negeri.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk laporan, skripsi, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan.?®

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan_ bahan hukum dalam penelitian library research adalah
teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan daritelaah arsip atau studi pustaka seperti,
buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain
itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum
yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk

memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

28 Saebani, Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009,
him. 158.
29 Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 106.

20



7. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara
editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari
kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan
kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah
coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan
hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama
penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah
rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara
teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan
langkah terakhir adalah  sistematis bahan hukum (systematizing) yakni
menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan
berdasarkan urutan masalah.*

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika .pembahasan dalam. tugas -akhir. ini..dengan memberikan
gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan
agar memudahkan-para pembaca ‘dalam mempelajari tata urutan penulisan ini.
maka penulis menyusun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:
Bab Pertama memuat Pendahuluan yaitu penjelasan yang erat sekali
hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Penjelasan-penjelasan tersebut

dirincikan dengan bab-bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan

30Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 126
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masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menyajikan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan
umum tentang undang-undang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang
pelaku usaha, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum
tentang pertanggung jawaban, tinjauan umum tentang ganti rugi dan tinjauan
umum tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

Bab Ketiga membahas mengenai uraian dan hasil penelitian yang
berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu tentang keputusan
direksi PT. Pos No: KD.128/ditraket/0616 tentang ganti rugi surat dan paket
jaminan gantirugi suratdan paketdalamnegeriditinjau berdasarkan prespektif
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab keempat diuraikan mengenai analisa yang merupakan permasalahan
dalam penelitian Ini, juga pembahasan berkaitan dengan keputusan direksi PT.
Pos No: KD.128/ditraket/0616 tentang ganti rugi surat dan paket jaminan ganti
rugi surat dan paket dalam-negeri ditinjau berdasarkan prespektif Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kansumen.

Bab kelima berisi kesimpulan hasil penilitian dan saran penulis terhadap
keputusan direksi PT. Pos No: KD.128/ditraket/0616 tentang ganti rugi surat dan
paket jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri ditinjau berdasarkan

prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis dan
setelah dilakukan penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang “Tinjauan
Yuridis Keputusan Direksi Pt. Pos Tentang Ganti Rugi Paket Hilang Atau Rusak
Terhadap Perlindungan Konsumen” maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Keputusan Direksi Hal 8 Pos Indonesia (Persero) Nomor:
KD.128/DITRAKET/0616, Tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam
negeribertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seharusnya
keputusan direksi PT. Pos yang dibuat memperhatikan peraturan perundang-
undangan: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan,
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Kendala terkait perbedaan. Keputusan Direksi. dengan. Peraturan Perundang-
undangan-menyebabkan kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan ganti rugi
yang diberikan oleh PT. Pos dianggap tidak atau kurang sesuai dalam hal
presentase jumlah. Sehingga pengguna jasa mengalami kerugian. Dan upaya yang
pernah dilakukan pengguna jasa pada akhirnya harus menerima dan hanya
menyelesaikan pada tahap mediasi karena pengguna jasa juga merasa kurang teliti
dalam membaca aturan teknis pada lembaran pengiriman pada PT. Pos.
penggantian kerugian itu diterima dengan tidak memperhitungkan lagi jika
mereka mau menempuh jalur hukum, karena peraturan PT. Pos adalah dibawah
Undang-undang Yyang berlaku, baik tentang perlindungan konsumen dan
KUHPerdata.
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. Saran

Dari kasus yang penyusun angkat dalam skripsi ini, penyusun dapat
memberikan beberapa saran berikut ini:
. Saran untuk PT.Pos, Seharusnya keputusan direksi PT. Pos yang dibuat
memperhatikan peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2009 tentang Pos; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan, Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pos. Karena bila peraturan dibuat tanpa memperhatikan peraturan
perundang-undangan diatasnya yang berdasar asas hukum maka suatu peraturan,
keputusan, dan perjanjian yang dibuat dapat batal atau dapat dibatalkan demi
hukum.
. Seharusnya pegawai PT. Pos menjelaskan aturan main atau teknis dalam
pengiriman sampai pada penerimaan pada alamat tujuan dan menjelaskan resiko
yang dianggap perlu diketahui oleh konsumen.
. Saran untuk Konsumen, lebih teliti memperhatikan secara teknis dan mekanisme
penggantian kerugian dalam poin-poin yang disepakati pada lembar Kkertas
pengiriman yang dicantumkan oleh PT.Pos, sehingga konsumen bisa memberikan
pertimbangan, jika mengirimkan barang yang sekiranya nilai jualnya tinggi tetapi
rawan kerusakan.
. Selain itu, pihak-pihak terkait mengedukasi masyarakat dan konsumen mengenai
jaminan dan sistem ganti kerugian agar masyarakat, konsumen dan calon
konsumen paham dan sadar bagaimana sistem penggantian ganti rugi pada
penyelenggara jasa pengiriman barang, agar meminimalisirkan kerugian di
beberapa pihak yang merasa dirugikan. Dan pihak penyelenggara lebih
memperhatikan dan meminimalisir wansprestasi yang terjadi pada Kinerja

penyelenggara jasa pengiriman barang.
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